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WALIKOTA BANDA ACEH 

 
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

 

NOMOR  116  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA BANDA ACEH 

  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA  BANDA  ACEH, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, walikota 

mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh 
Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penandatangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Banda Aceh;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan 

Walikota; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ; 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

 
 

5.Undang..... 
 
 

 
 

 

SALINAN 
 



 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244,  Tambahan   Lembaran Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 210); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1956); 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238); 

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308); 

14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 
(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Seri 
E Nomor 1); 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN  

KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA  

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KOTA BANDA ACEH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 
 
 

2.Pemerintah….. 
 
 

 



2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Banda Aceh. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki 
kewenangan dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non 

perizinan. 
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 

persetujuan dari Pemerintah Kota kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas 
atas sahnya sesuatu dari Pemerintah Kota kepada seseorang 
atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 

informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada 

pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 

dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan 
yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau  

pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online 

Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah  

Perizinan  Berusaha  yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk 
dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 
bupati/walikota kepada pelaku Usaha melalui sistem 

elektronik yang terintegrasi. 
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 

melalui komputer atau sistem suara, gambar, peta, rancangan, 
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol 

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahami.  

12. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas 

informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait 
dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai 
alat verifikasi atau autentifikasi. 

13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik 
yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang 

menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam 
transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan 
sertifikat elektronik. 

 
BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

(1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas. 
(2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari : 
 
 

a.Perizinan….. 
 
 

 



a. Perizinan yang meliputi : 
1. Perizinan berusaha dilaksanakan dengan sistem OSS; dan 

2. Perizinan non berusaha dilaksanakan melalui non OSS 
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 

b. Non Perizinan dilaksanakan melalui non OSS.  
 

(3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a angka 1 terdiri dari : 
a. Izin usaha; dan 
b. Izin komersil atau operasional. 

 
(4) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a angka 2 merupakan segala bentuk perizinan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan 

tidak termuat di dalam sistem OSS. 
 

(5) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan pemberian pelayanan rekomendasi dan/atau 
dokumen lainnya. 

 
(6) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

BAB III 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN 

 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk : 

a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang 
mudah, cepat dan terintegrasi secara elektronik; 

b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari 

permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
setiap bulan, semester dan tahunan kepada Walikota dan 
instansi teknis. 

 
Pasal 4 

(1) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan, dibantu oleh 

tim teknis. 
(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang 

pelayanan perizinan dan nonperizinan. 
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 

pejabat dari perangkat kota terkait yang mempunyai kompetensi 

dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan 
dengan keputusan walikota. 

(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki 
kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam 
rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau 

ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan. 
 

Pasal….. 
 
 

 
 
 

 



Pasal 5 

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada 
standar operasional prosedur dan standar pelayanan.  

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

(3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

 

Pasal 6 
 

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kepala 
Dinas mempedomani peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 7 
 

Kepala Dinas dalam mengeluarkan izin yang bersifat prinsipil, tetap 

berkonsultasi dengan Walikota. 
 

Pasal 8 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 

Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Penandatangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh 

(Berita Daerah Kota Banda Aceh Aceh Tahun 2018 Nomor 34) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Banda Aceh. 

 
           Ditetapkan di Banda Aceh 
        pada tanggal   7 Desember      2020 M               

           21 Rabiul Akhir 1442 H 
   

R22.                                                            WALIKOTA  BANDA  ACEH, 
 

                                                                                  CAP/DTO 
                                    
                        AMINULLAH USMAN 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal   7 Desember      2020 M               

                         21 Rabiul Akhir 1442 H 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 

 
   CAP/DTO 
 

                  M U Z A K K I R 
 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 116 
 
 
 
 
 

 


